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LAMPIRAN 111
TRANSKRIP HASIL WAWANCARA
PENETAPAN TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA (TORA)
PADA TANAH EKS HAK AGRARISCH EIGENDOM

DI DESA DEPOK KECAMATAN KANDEMAN KABUPATEN BATANG

A. Wawancara Tahap Pertama

Waktu : 15 Mei 2023

Tempat : Kantor Balai Desa Depok

Narasumber : 1) Agus Kurniadi (Kaur Perencanaan Kantor Balai Desa
Depok)

2) Samari (Kasi Pelayanan Kantor Balai Desa Depok)

Narasumber 1 : Agus Kurniadi selaku Kaur Perencanaan Kantor Balai Desa

Depok.

Daftar Pertanyaan dan Jawaban :

1. Apakah benar di Desa Depok ini terdapat tanah yang dinamakan tanah
pusaka dan termasuk dalam program reforma agraria? Bagaimana
kronologi tanah tersebut dimasukkan dalam program reforma agraria?
Jawaban :

Desa Depok terdiri dari tanah dengan luas sekitar 600 ha, pada sebagian
tanah seluas kurang lebih 205 ha adalah bagian dari peninggalan Kerajaan
Mataram. Banyak yang saling klaim tanah tersebut. Akhirnya dari pihak

BPN atau pemerintah pusat mengadakan ploting, diidentifikasi seluas 204



4.

ha adalah bagian dari tanah peninggalan Mataram yang disebut sebagai
tanah pusaka. Tanah tersebut dikelola dan dikuasai oleh orang-orang
kerajaan. Dari dasar tersebut BPN membuat gugus tugas reforma agraria
(GTRA). Melalui tahapan dengan nama pendataan pemberdayaan
masyarakat sosial ekonomi. Yang didata dalam hal ini adalah petani
penggarap dan warga miskin. Tanah tersebut sudah bermasalah sebelum
munculnya UUPA.

Berapa jumlah petani penggarap tanah tersebut?

Jawaban :

Untuk data petani penggarap sampai sekarang belum muncul. Namun
kondisi sekarang tanah-tanah tersebut sudah dikuasai dan digarap namun
identifikasi berapa bidanya per petani pengelola belum ada.

Berarti apakah tanah tersebut hanya digarap saja dan belum ada status
kepemilikannya?

Jawaban :

Belum ada, masih menunggu langkah selanjutnya dari BPN.

Apakah belum dilaksanakan redistribusi tanah sebagai kegiatan penataan
aset program reforma agraria?

Jawaban :

Belum, masih tahap perencanaan saja.



5. Tanah tersebut sudah masuk dalam reforma agraria dari tahun berapa?
Jawaban :
Tahun kemarin dan ini masih diupayakan lagi untuk menyusun kembali
satuan tugas reforma agraria.

6. Mengapa sampai detik ini belum terlaksana reforma agraria pada tanah
tersebut?
Jawaban :
Kurang paham, mungkin adanya kendala biaya sebab ini merupakan
proyek besar.

7. Apakah sekarang sudah tidak ada saling klaim lagi atas tanah tersebut?
Jawaban :
Masih, cuma nanti dari pemerintah pusat yang akan menangani.

8. Apakah sudah ada informasi terbaru mengenai kapan akan dilaksanakan
kembali reforma agraria di tanah tersebut?
Jawaban :
Belum ada, tapi nanti kalau ada informasi terbaru dari pemerintah pusat
akan mengabarkan kepada pemerintah kabupaten. Reforma agraria nanti
yang membentuk satuan tugasnya adalah Bupati atau dalam Muspida

nantinya.



9. Dikatakan bahwa tanah pusaka adalah tanah peninggalan kerajaan
Mataram. Berarti apakah ada yang menguasainya atau sebagai ahli waris
tanah tersebut?

Jawaban :

Untuk hal itu kami kurang paham, yang kami tahu tanah tersebut telah
dikuasai dan dikelola oleh orang-orang kerjaan. Tanah tersebut juga telah
diredistribusi sebanyak 3 kali redistribusi lokal dan 1 kali redistribusi
pemerintah.

10. Apakah petani penggarap tersebut hanya orang sekitar yang tinggal di
Desa Depok?

Jawaban :
Ada yang di wilayah Depok ada pula yang di luar Kecamatan Kandeman.

11. Apakah tanah tersebut seluruhnya berbentuk pertanian?

Jawaban :

Awalnya tanah tersebut berbentuk pertanian namun karena alih fungsi
sekarang sudah ada yang dijadikan rumah. Namun tanah tersebut belum
ada status kepemilikan tanah. Alih fungsi itu terjadi saat dilaksanakan

redistribusi lokal oleh Pemerintah Desa Depok.



Narasumber 2 : Samari selaku Kasi Pelayanan Kantor Balai Desa Depok.
Daftar Pertanyaan dan Jawaban :
1. Mengapa dilaksanakan redistribusi lokal pada tanah pusaka?

Jawaban :

Redistribusi lokal itu pembagian bidang tanah yang dilakukan oleh

Pemerintah Desa Depok (Kepala Desa Depok). Tujuannya untuk

menyelesaikan sengketa perebutan tanah pusaka di masyarakat Desa

Depok dan untuk mensejahterakan masyarakat Desa Depok.
2. Bagaimana pelaksanaan redistribusi lokal tersebut?

Jawaban :

Jadi luas seluruh tanah pusaka di Desa Depok itu 204 ha. Dilakukan

redistribusi sebanyak 4 kali. Oleh Pemerintah Kabupaten Batang sebanyak

1 kali. Oleh Pemerintah Desa Depok sebanyak 3 kali.

Pemerintah Kabupaten Batang meredistribusi tanah pusaka seluas 144 ha.

40 ha lari ke warga dan sudah terbit sertipikat dengan SK mengganti

negara. Sedangkan sisanya menjadi tanah bengkok. Setelah diredistribusi,

tanah tersebut tercatat dalam Buku C Desa Depok atas nama warga

masing-masing penerima tanah redistribusi tersebut.

Setelah diredistribusi oleh Pemerintah Kabupaten Batang, tanah pusaka

masih sisa seluas 60 ha. Tanah tersebut tercatat dalam Buku C Desa Nomor

1 atas nama M. Nur dan H. Rahmadi. Atas tanah tersebut dilakukan

redistribusi sebanyak 3 kali oleh Pemerintah Desa Depok.



a. Diredis lokal pada tahun 2000 seluas 16 ha, dikaplingkan 7x15 dan
sudah terbit SPPT (nama/Pusaka Desa). Diberikan kepada warga Desa
Depok;

b. Diredis lokal lagi tahun 2014 :

1) Seluas 23 ha dikaplingkan (nama/7x15) seperti redis sebelumnya;

2) Seluas 7 ha dikuasai oleh BPPT;

3) Seluas 6 ha dikuasai oleh Pemerintah Desa Depok masuk dalam
kas desa.

c. Tahun 2022 sisa tanah pusaka digunakan untuk ganti bengkok Kepala
Desa Depok yang digunakan untuk fasilitas umum berupa lapangan.

3. Diketahui bahwa dalam reforma agraria juga terdapat kegiatan redistribusi
tanah. Karena dalam tanah pusaka sudah dilakukan redistribusi tanah maka
tanah pusaka yang mana yang masuk dalam program reforma agraria
seperti yang diberitakan?

Jawaban :
Yang direncanakan masuk dalam program reforma agraria adalah tanah
seluas 16 ha dan 23 ha yang diredistribusi lokal pada tahun 2000 dan 2014

serta tanah kas desa.



4. Reforma agraria yang akan dilaksanakan pada tanah pusaka Desa Depok
nantinya berupa kegiatan apa dikarenakan sudah dilakukan redistribusi
tanah?

Jawaban :
Reforma agraria yang akan dilakukan berupa penerbitan sertipikat tanah
untuk menetapkan status kepemilikan tanah agar jelas.

B. Wawancara Tahap Kedua

Waktu : 24 Juli 2023
Tempat : Kantor Pertanahan Kabupaten Batang
Narasumber : Harsono, A. Ptnh. (Koordinator Kelompok Substansi

Penatagunaan Tanah dan Koordinator Kelompok Substansi
Landreform dan Pemberdayaan Tanah Masyarakat Kantor
Pertanahan Kabupaten Batang)
Narasumber 3 : Harsono, A. Ptnh. selaku Koordinator Kelompok Substansi
Penatagunaan Tanah dan Koordinator Kelompok Substansi Landreform dan
Pemberdayaan Tanah Masyarakat Kantor Pertanahan Kabupaten Batang.
Daftar Pertananyaan dan Jawaban :
1. Bagaimana pelaksanaan reforma agraria pada tanah pusaka eks hak
agrarisch eigendom di Desa Depok saat ini?
Jawaban :
Tanah pusaka di Desa Depok saat ini sudah sampai ke Kementerian
ATR/BPN Pusat untuk pengusulan penetapan tanah negara. Jadi ada

penetapan dari menteri menjadi tanah negara terlebih dahulu. Setelah turun



SK Menteri ATR/BPN tindak lanjutnya akan diadakan redistribusi tanah
dan di sertipikatkan atas nama si penggarap tanah atau yang menguasai
tanah pusaka Desa Depok. Jadi, sekarang masih menunggu SK tersebut.

. SK ATR/BPN tersebut sudah diajukan sejak kapan?

Jawaban :

Sejak tahun 2022. Dahulu sudah akan ditandatangani oleh Menteri
ATR/BPN yang lama, Bapak Sofyan A. Djalil namun sebelum dikirim dan
diteken Menteri ATR/BPN sudah diganti yang baru dan Menteri
ATR/BPN yang baru ini belum merespon terkait hal tersebut.

. Terkait penggarap tanah di Desa Depok, apakah nantinya mereka akan
menjadi subjek penerima TORA tanah pusaka tersebut?

Jawaban :

lya. Di tanah tersebut ada yang hanya menggarap saja namun tidak
mempunyai lahan, ada juga yang bagi hasil, ada yang menyewa lahan
selama berapa tahun, ada yang digarap sendiri, ada yang alih garapan atau
dijual di bawah tangan bahkan tanpa sepengetahuan Lurah. Jadi banyak
yang berganti penguasaan. Tapi setelah dilakukan pengusulan ke Menteri
ATR/BPN sudah dihimbau untuk tidak melakukan alih penguasaan agar
datanya tidak berubah lagi.

. Terkait informasi dari Desa Depok, pada tanah pusaka pernah dilakukan
redistribusi tanah. Apakah benar demikian?

Jawaban :



Dahulu Desa Depok pernah melaksanakan distribusi lokal. Tapi tanpa
melewati Kantah Batang. Mereka melakukan pembagian bidang tanah
namun tidak secara resmi atau illegal. Redistribusi lokal itu dilakukan
dahulu waktu Lurah lama.

5. Bagaimana status tanah pusaka eks hak agrarisch eigendom di Desa
Depok saat ini?
Jawaban :
Seharusnya statusnya tanah negara. Agrarisch eigendom itu Hak Barat,
dahulu setelah merdeka dijadikan satu dengan UUPA seharusnya
dikonversi menjadi hak milik. Tapi karena sering ada gugatan-gugatan dari
yang katanya ahli waris jadi tidak jelas. Tapi para penggugat tersebut tidak
bisa membuktikan jika tanah itu miliknya. Jadi statusnya a quo.
Pada wawancara dengan Bapak Harsono, A. Ptnh. penulis juga diberikan
berbagai data yang terkait dengan reforma agraria tanah pusaka eks hak
agrarisch eigendom di Desa Depok. (Lampiran II).

C. Wawancara Tahap Ketiga

Waktu : 15 September 2023
Tempat . Kantor Pertanahan Kabupaten Batang
Narasumber : Atop Widodo, S.SiT., M.Eng. (Kepala Seksi Penataan dan

Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Batang)
Narasumber 4 : Atop Widodo, S.SiT., M.Eng. selaku Kepala Seksi
Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Batang.

Daftar Pertanyaan dan Jawaban :



1. Bagaimana latar belakang/kronologi penetapan tanah eks hak agrarisch
eigendom/tanah pusaka di Desa Depok menjadi Tanah Objek Reforma
Agraria (TORA)?

Jawaban :
a. Berawal dari Hasil Kegiatan Tim Kerja Penataan Aset mengenai tanah
agrarisch eigendom yang dikenal sebagai Tanah Puaka yang berada

di Desa Depok dan Desa Tegalsari, Kecamatan Kandeman,

Kabupaten Batang yang dibentuk berdasarkan SK Kepala Kantor

Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah Nomor 158/SK-

33.NP.02.03/1X/2021 tanggal 10 September 2021.

Kemudian Tim Kerja Penataan Aset melaksanakan Focus Group

Discusion Penyelesaian Permasalahan Tanah Agrarisch Eigendom

yang dikenal sebagai Tanah Poesaka pada tanggal 19 November 2021

bertempat di Grand Inna Yogyakarta dengan hasil :

1) Hak Agrarisch Eigendom tidak dapat menjadi Tanah Negara
secara langsung;

2) Tanah Agrarisch Eigendom perlu ditetapkan menjadi Tanah
Negara berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Huruf f Peraturan
Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria yakni
“tanah hasil penyelesaian sengketa dan konflik agraria”;

3) Mekanisme penetapannya difasilitasi Gugus Tugas Reforma

Agraria secara berjenjang dari tingkat Kabupaten sebagaimana



amanah Pasal 17 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun
2018 tentang Reforma Agraria.

b. Pada tahun 2022, GTRA Kabupaten Batang melalui kegiatan Rapat
Koordinasi GTRA Kabupaten Batang yang dilaksanakan pada hari
Kamis tanggal 16 Juni 2022 mengusulkan Agrarisch Eigendom yang
dikenal sebagai Tanah Pusaka kepada Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional sebagai tanah negara
sekaligus ditetapkan sebagai Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)
dengan nomor surat NT.02/734-33.25/V1/2022. Namun, sampai pada
hari ini belum mendapatkan jawaban mengenai surat usulan tersebut.

2. Siapakah pemilik terdahulu tanah hak agrarisch eigendom di Desa Depok
tersebut? Mengapa kemudian dikatakan sebagai eks hak agrarisch
eigendom? Apakah tidak dilakukan konversi terhadap tanah tersebut?

Jawaban :

Sejarah Agrarisch Eigendom (Tanah Pusaka)

a. (Tahun 1812-1836) Pangeran Ario Soero Adiningrat | (Bupati
Batang) memperoleh tanah + 761 bau 308 roe atau + 400 ha dari
pemerintah Kolonial Belanda atas jasanya membantu dalam perang
melawan Pangeran Diponegoro;

b. (Tahun 1845) setelah Pangeran Ario Soero Adiningrat | meninggal
dunia penguasaan tanah beralih kepada ahli waris dan para sentono

(abdi dalem);



(Tahun 1881) tanah terdaftar pada Jawatan Pendaftaran Hak
Agrarisch Eigendom, belum menjadi hak milik (berdasarkan Rapport
Omtrent de Poesaka Groden in Batang tanggal 6 Desember 1934 dari
De Controleur van Pekalongan, L.B. Menners);

(waktu belum dapat dikonfirmasi) tanah + 761 bau 308 roe atau + 400

ha dijadikan sebagai tanggungan hutang terhadap Pabrik Gula

Kalimati Batang;

(Tahun 1932-1934) terjadi peristiwa malaise (krisis ekonomi dunia

akibat Perang Dunia I);

(Tahun 1935-1945) Pabrik Gula Kalimati tutup dengan sisa hypotheek

tanah + 571 bau;

1) Penagihan hutang mengalami kendala;

2) Musyawarah antara pihak pemerintah, Pabrik Gula Kalimati dan
sebagian pemilik tanah;

3) Pihak Pabrik Gula Kalimati menghapus sisa hypotheek tanah +
571 bau dengan ganti rugi f. 28.600 (gulden);

4) Pemilik tanah melepaskan Hak Agrarich Eigendom dan
menerima + 114 bau dari tanahnya, sedangkan + 457 bau dikuasai
pemerintah;

5) + 457 bau dijadikan jaminan oleh pemerintah kepada Algemen
Volke Crediet Bank (AVB) atas nama desa untuk melunasi hutang

Pabrik Gula Kalimati;



6) Pembayaran hutang pada AVB dilakukan dengan cara
masyarakat menggarap tanah tersebut, kemudian hasilnya
disetorkan kepada desa secara bagi hasil yang kemudian
diteruskan kepada AVB.

g. (Tahun 1953-1966) penyetoran hasil garapan masyarakat berpindah
dari Algemen Volke Crediet Bank (AVB) ke Pemerintah Kabupaten
Pekalongan;

h. (Tahun 1957-1966) masyarakat berhenti menyetor hasil garapan dan
menghendaki hak milik tanah garapannya;

i. Perkembangan selanjutnya dalam rangka memudahkan penarikan
hasil bumi atas tanah seluas + 457 bau tersebut, dalam petok pajaknya
untuk Desa Depok diatasnamakan Mochamad Noer H. Rachmadi (H.
Mochamad Noer adalah Kepala Desa Depok dan Rachmadi adalah
Sekretari Desa Depok), dan untuk tanah di Desa Tegalsari dalam
petok pajak diatasnamakan Djogokaryo dan Dradjo (Djogokaryo
adalah Kepala Desa Tegalsari dan Dardjo adalah Sekretaris Desa
Tegalsari). Tahun 1966 dengan berdirinya Kabupaten Batang, Tanah
Pusaka tersebut dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Batang.

3. Sebagaimana wawancara saya dengan pegawai Kantor Balai Desa Depok,
dikatakan bahwa tanah tersebut tercatat dalam Buku C Desa dan telah
diredistribusi atau dibagikan kepada para petani penggarap tanah tersebut

disertai dengan pemberian Letter C dan SPPT. Berdasarkan hal tersebut



mengapa para petani penggarap tidak dapat mengajukan permohonan hak
atas tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Batang?

Jawaban :

Dikarenakan tanah tersebut masih dalam tanah sengketa konflik, dan
masih terdapat pihak-pihak yang mengaku ahli waris yang berusaha
mengambil kembali tanah tersebut sehingga Kantor Pertanahan pada saat
itu belum berani dalam mengambil keputusan. Perlu waktu dan upaya
lebih dalam untuk mengurai sejarah dan status tersebut.

. Sebagaimana wawancara saya dengan pegawai Kantor Balai Desa Depok,
dikatakan bahwa tanah eks hak agrarisch eigendom tersebut belum
memiliki kepastian hukum atau sertipikat tanah. Mengapa tanah tersebut
dimasukkan dalam program reforma agraria bukan PTSL saja? Apakah
karena tanah tersebut dinilai perlu dimanfaatkan dengan optimal agar
tercapai kesejahteraan petani penggarap secara maksimal melalui penataan
akses atau terdapat sebab lainnya?

Jawaban :

Status tanah agrarisch eigendom atau tanah pusaka di Kabupaten Batang
telah menimbulkan sengketa dan konflik agraria karena adanya
ketidakpastian hukum tanah agrarisch eigendom, penguasaan dan
pemilikan tanah yang pada akhirnya menghambat pelayanan pertanahan.
Atas dasar hal tersebut sesuai dengan rekomendasi dari Kantor Wilayah
Provinsi Jawa Tengah untuk diselesaikan melalui Gugus Tugas Reforma

Agraria dan sesuai dengan hasil dari Gugus Tugas Reforma Agraria adalah



produk TORA dengan penataan aset berupa redistribusi tanah atau

legalisasi aset.

. Bagaimana pelaksanaan reforma agraria pada tanah eks hak agrarisch

eigendom di Desa Depok tersebut? Kegiatan apa saja yang telah

dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan dalam pelaksanaan reforma

agraria tersebut?

Jawaban :

a. Kegiatan yang telah dilakukan berupa :

1)

2)

3)

4)

Pelaksanaan kegiatan dimulai dengan melaksanakan koordinasi
kepada pihak pemerintahan desa dengan mencermati peta
seismiob (peta bidang desa);

Koordinasi dengan ketua kelompok tani untuk memvalidadi
apakah data dari desa sesuai dengan data di lapangan;
Melakukan verifikasi dengan kegiatan lapangan bersama ketua
kelompok tani agar data bidang tanah sesuai dengan pemiliknya
(by name by address), sehingga data yang diperoleh valid;
Melaksanakan ekspose tanah pusaka bersama pemerintah desa
beserta perangkat desa dan ketua kelompok tani dan Tim GTRA
Kabupaten Batang agar data yang dihasilkan sesuai dan dapat

dipertanggung jawabkan.

b. Setelah Surat Keputusan Menteri ATR/BPN turun mengenai

penegasan eks agrarisch eigendom sebagai tanah negara sekaligus

ditetapkan sebagai Tanah Objek Reforma Agraria selanjutnya akan



dilaksanakan kegiatan penataan aset berupa redistribusi tanah atau
legalisasi aset sesuai dengan Pasal 6 huruf a dan b Perpres Nomor 86
Tahun 2018 tentang Reforma Agraria bahwa penataan aset terdiri atas

redistribusi tanah atau legalisasi aset.

6. Apa saja yang ingin dicapai dalam pelaksanan reforma agraria pada tanah

eks hak agrarisch eigendom/tanah pusaka di Desa Depok tersebut?

Jawaban :

a.

Yang paling utama adalah Surat Keputusan Menteri ATR/BPN
sebagai tindak lanjut dari kegiatan Tim GTRA Kabupaten Batang,
sekaligus sebagai salah satu pengurai permasalahan sengketa dan
konflik yang terjadi di Tanah Agrarisch Eigendom;

Diharapkan hasil kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria dengan
produk TORA dapat menyelesaikan permasalahan terkait dengan
pemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, serta

memberikan manfaat bagi masyarakat terkait dengan status haknya.

7. Apakah terdapat kendala atau hambatan dalam pelaksanaan reforma

agraria pada tanah eks hak agrarisch eigendom/tanah pusaka di Desa

Depok tersebut? Jika ada, apakah kendala atau hambatan tersebut?

a.

b.

Proses penelusuran data subjek objek yang memakan waktu lama;
Terdapat bidang yang tidak diketahui siapa nama terang pemilik
bidang;

Perubahan subjek terhadap obejek di Agrarisch Eigendom atau Tanah

Pusaka dari tahun 2021-2022 cukup banyak.



8. Bagaimana penanganan atau solusi atas kendala atau hambatan dalam
pelaksanaan reforma agraria pada tanah eks hak agrarisch eigendom/tanah
pusaka di Desa Depok tersebut?

Jawaban :

Untuk penelusuran data subjek dan objek yang memakan waktu lama itu
merupakan faktor eksternal jadi memang tidak dapat dihindari. Namun,
saat ini kami sedang melaksanakan update data penguasaan tanah pusaka
untuk memperoleh data terbaru mengenai subjek yang menguasai tanah

pusaka tersebut.



LAMPIRAN IV

DATA DARI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BATANG

___ SEJARAHTA

_—

=
—

e (1812-1836)
355:3 Soero Adiningrat | (Bupati Batang)
oleh tanah + 761 bau 308 roe atau 400 Ha

(1881)
h terdaftar pada Jawatan Pendaftaran
Hak Agrarische Eigendom belum jadi milik

(Unknown Time)
Tanah £ 761 bau dijadikan sebagai
tanggungan hutang terhadap Pabrik
Gula Kalimati

(1932-1934)

Peristiwa malaise

garapan masyarakat

L ——TT TN O R

R

HPUSAKA _

(1935-1945)

engan sisa Enosmmr

pabrik Gula Kalimati Tutup d

tanah £ 571 bau
penagihan hutang mengala kendala .
z&ééa; antara pihak Peme ntah, pabrik Gula
Kalimati dan sebagian pemilik tanah

pihak Pabrik Gula Ka mati menghapus
ah+571 bau dengan ganti rugi sebe
skan Hak Agrarich

sisa Hypotheek
sar f. 28,600

tan _
e Eigendom

pemilik Tanah melepa

dan menerim
457 dikuasai Pemerintah
+ 457 tanah dijadikan jaminan oleh pemerintah kepada

Algemene Volke Crediet Bank (AVB) atas nama Desa
untuk melunasi hutang pabrik Gula Kalimati
Pembayaran hutang pada AVB dilakukan dengan cara
masyarakat menggarap tanah tersebut, kemudian
hasilnya disetorkan kepada Desa secara bagi hasil yan
kemudian diteruskan kepada AVB

2 + 114 bau dari tanahnya, sedangkan £

(1953-1956)

Penyetoran hasil

(1957-1966)
Masyarakat berhenti menyetor
hasil garapan dan menghendaki

hak milik tanah garapannya

rpindah dari AVB
ke Pemkab
Pekalongan

Gambar 1. Sejarah Tanah Pusaka Eks Hak Agrarisch Eigendom di Desa Depok

Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang.



Gambar 2. Fakta-fakta terkait Tanah Eks Hak Agrarisch Eigendom di Desa
Depok, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang.

Gambar 3. Tahap Persiapan Reforma Agraria Pada Tanah EksHak Agrarisch
Eigendom di Desa Depok, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang.



Gambar 4. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Batang Nomor
S.K/Pemb.11/2/G1/69 tentang Penertiban Tanah Pusaka di Desa Depok dan Desa
Tegalsari



Gambar 5. Bagan Tahapan Penyelenggaraan GTRA Pada Tanah Eks Hak
Agrarisch Eigendom Di Desa Depok, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang.
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Gambar 6. Peta Penguasaan Tanah Eks Hak Agrarisch Eigendom Di Desa Depok,
Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang.



LAMPIRAN V

DOKUMENTASI PELAKSANAAN PENELITIAN

No.

Gambar

Keterangan

Wawancara dengan
Bapak Agus
Kurniadi dan

Bapak Samari di
Kantor Balai Desa

Depok

Wawancara di
Kantor Pertanahan

Kabupaten Batang




